SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSL JAWA TENGAH
FERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TL"GAé DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rmendukung pelaksanaan
penvederhanaan birokrasi vang optimal di lingkungan
Pemerintah Daecrah Kabupaten Kendal sehingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yvang efekil dan
efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan

pelavanan publik scsual Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi Normor 25 Tahun 2021 Leniang

Penyederhansan Struktur Organisasi  pada  Instans
Pemerintah untuk Penyvederhanaan Birckrasi, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
gserta Tata Kerja Pada Inspektorat Daecrah Kabupaten
Kendal sudah tidak sesuai dengan  kondisi sekarang,
schingga perlu dicabut dan diganti;

0. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Kendal;

Mengingat . 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nemor 9@ Tahun 1965
rentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang dengan
mengubah  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarm
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor &, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran MNegara Repuhlik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Lo,

11.

Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 657 .3);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 12, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Dacrah
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimews Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
perluasan  Kotamadya Daerah Tingkat 1T Semarang
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7.2 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
[Lembaran MNegara Republik Indenesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Permerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O37)
schagaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor B8, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 323);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparamar Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi [Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal MNomor & Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran daerah Kabupaten kendal Tahun 2018 Nomor
& Seri E Mo, 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. |, Tambahan



Menetapkan

Lermnbaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1359)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016 ftoentang
Pembentukan Dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Kahupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten kendal
Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Nomeor 219),

MEMUTUSKAN ;

. PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN LMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1.
2.

=

11.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

Bupati adalabh Bupati Kendal.

Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah kKabupaten
Kendal.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Drewan Perwalilan Ralyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang mernjadi
kewenangan Daerah.

nspektorat  Dacrah  adalah  Inspekioral Daerah
Kabupaten Kendal.

Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah
Kabupaten Kendal,

Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Dacrah vang
dipimpin olch sekretans.

Inspektur Pembantu adalabh unsur pembantu Inspekiur
vang berada dibawah dan bertanggungawab kepada
Inspekiur,

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah vang sclanjuinya
disingkat APIP  adalah Inspektoral Dacrah  yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan penpawasan
dan bertanggungjawab kepada Bupal.

Pejabat Fungsional Pengaweasan adalah kedudukan
vang menunjukkan tugas, tangoungjawah, wewenang
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat
Daerah vang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian danfatau ketrampilan tertentu  serta
bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundang.
undangan.



12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan
jabatan fungsional yang terdiri dar sejumlah tenaga
ahli dalam jenjang jabatan fungsional yvang terbagl
dalam berbagai kelompok sesual keahliannya,

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS]

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1} Inspektorat  Dacrah merupakan  unsur  pengawas
penvelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektoral Daerah dipimpin olch Inspektur Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupad melalui Sekretans Daerah

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Inspektorat Dacrah mempunyal tugas membantu  Bupatli
dalam memhbina dan mengawasi pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan,

b, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keunangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnys;

£, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu  atas
penugasan Bupati dan/atay Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat,

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

c. pelaksanaan koordinasi  pencegshan  tindak pidana
korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasy;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

=
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BAB LIl
SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

a, Inspektur Daerah;

b. Sekretariat;

¢. Inspektur Pembantusdan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Inspektorat  Daerah  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidalk terpisahkan dan Peraturan Bupali ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Kesalu
Inspektur Daerah
Pasal B

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Inspekiur Dacrah
mempunyal uraian tugas

a.

merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Inspcktorat Daerah  berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tabun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas,
merumuskan kebijakan urmum kesekretariatan  dan
pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lainnya atau tujuan tertentu;

merumuskan dan menetapkan  Rencana Strategis
(RENSTRA| Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sesual
dengan Rencana Fembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD}  Kabupaten  Kendal sehagai  pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis
bidang Pengawasan sesual dengan ketentuan peralulran
perundang-undangan;

membagi tugas bawaban sesuai dengan jabatan dan
kompelensinya soria memberikan arahan baik sccara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas,

menyelenggarakan koordinasi dan  konsultasi dengan
instanst terkait baik vertikal maupun horzonial guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasal dan
fazilitasi pengawasan di Daerah sesual  peraturan
perundang-undangan sebagal  pedoman pelaksanaan
tugas;
menelaah dan mengkap peraturan perundang-undangan
dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sehagos
bahan perumusan kebijakan telknis scrta  pedoman
pelaksanaan [Ugas;

Q



. menyelenggarakan pembinaan, pENgawasar,
pengendalian  kegiatan  di bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan sesual  peraturan perundang-
undangan agar kinera Inspektorat Daerah Mencapal
larget vang telah ditctapkan;

menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi
dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesual
dengan peraturan perundang-undangan FLNA
peningkatan kualitas kerja;

menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan pengawasan
untul tujuan terténtu atas penugasan Bupati,

melaksanakan pembinaan teknis dan administratil
dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesual
dengan kebijjakan yang ditctapkan oleh Bupats;
menyelenggarakan kegiatan pengawasan scsual PrOgram
dan kebijakan yang telah ditetapkan;

. mengoordinasikan dan memfasilitas) keglatan
pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian fugas
pengawasan dalam rangka peningkatan kegiatan dibidang
pengawasan dan fasilitasi pengawasan ditingkat Daerah,
menerapkan Standar Operasional Prosedur (S0P} dalam
penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan fasilitas:
pengawasan agar diperolen hasil kerja vang optimal;
membina dan mengarahkan pclaksanaan  urusan
pemerintahan bidang  pengawasan dan {asilitasi
pengawasan  sesual  dengan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditctapkan Bupati;

mengendalikan  pelaksanaan kegiatan — eperasional
dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui
pemantauan, kunjungan, dan laporan bawahan agar
kegiatan dapat dilaksanakan sccara berhasil  guna
danberdaya guna;

. memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;

mengevaluasi pelaksanaan kegatan Inspektorat Daerah
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yvang
telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan
kebijakan tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik hsan
maupun  tertulis  sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi;

mengevaluasi dan  menilal presiasi  kerju  bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan dalam rangka peningkatan karr,
pemberian penghargaan dan sanksi,

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan lancar scrta antuk  menghindari
penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.



Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

(1) Sekretarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di
hawah dan bertanggungiawab kepada Inspekiur Daerah.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada avat [l},
mempunyai  tugas melaksanakan sebagian  lugas
Inspektur Daerah dalam perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, analisis dan
pelaporan pengawasan  evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan
pelaksanaan administras: kesekretariatan di lingkungan
Inspektorat Dacrah,

(3) Untuk melaksanakan tugas sehapgaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretarial mempunyai fungsi :

a. perumusan  kebijakan weknis, pengkoordinasian,

pembinaan dan pelaksanaan Perencanaan, Analisis

dan Evaluasi Serta Administrasi Umum dan Keuangan;

b. pengelolaan dan pelayanan umurm, hukum, hubungan
masyarakat dan organisas) untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tuges dan fungsi Inspektorat
Daerah;

o inventarisasi, analisis, cvaluasi, pendokumentasian
dan penyajian hasil pengawasan serta
pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan dalam rangka memberikan kevakinan atas
pelaksanaan tUgas pengawasan;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan
program  kerja bidang perencanaan, keuangan,
kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisast dan
tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi,
hulkum, kehumasan dan Keprotokolan, kearsipan dan

perpustakaan;
e. pengadministrasian pelaksanaan  kebijakan dan
program  kerja  bidang  perencanan, keuangart

kerumahtangeaan, dan perlengkapan, organizasl dan
tata laksana, kepegawaian, peclayanan adminitrast,
hukum, kehumasan dan keprotokoelan, kearsipan dan
perpustakaan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspekiur
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinys.

(4] Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3, Sckretans
mempunyai uraian tugas:

4, menyusun rencana dan program keglatan Sekretariat
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebeclumnya sebagal
pedomean pelaksanaan LUgas:

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan  dan  peraturan perundang-undangan
agar pelaksanadn tugas berjalan efektif dan efisien;

¢ membagi tugas bawahan scsua dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arghan baik secara

)



lisan maupun tertulis guna Kelancaran pelaksanaan
rugas;

 melaksanakan koordinasi dan  konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

_ menelaah  dan  mengkaj  peraturan  per undang-
undangan sesuai lingkup tugasnys sebaga: bahan atau
pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

menyiapkan konsep kebijakan Inspekmir Dacrah dan
naskah dinas vang berkaitan  dengan kegiatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, system inlormasi,
keuangan, administrasi  umum, kepegawaiandan
fungsi lain yang diberikan gleh [nspekiur Daerah;

. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran so sual
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan,

_ mengoordinasikan dan menylapkan konsep Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renjal,
Indikator Kinerja Utama (IkU)}, Perjanjian Kinerja (PK)
dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlalkuy;

mengoordinasikan dan menyiapkan konisep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati  (LKPJ),
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjLP), Evaluasi
Kinerja Pembangunan Dasrah  (EKPD),  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah [SPIP), monitering dan
evaluasi aksi pencegahan korupsi, Pengendalian
Operasional  Kegiatan  (POK] dan jenis pelaporan
lainnya sesuai dengan kKetentuan yang berlaku;
mengelola system  informasi dan  data Inspektorat
Daerah sesusi dengan ketentuan yang berlaku agar
diperoleh  efektivitas  dan efisicnsi  pelaksanaan
kegiatan;

_ menyelenggarakan  pelayanan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler,
perpustakaan, kearsipan, dolumentasi,
perlengkapan/ perbe kalar, PENZAMANAT kantor,
keberzihan dan pertamanan, pengelolaan assel lelap
dana asset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapal
dan penerimaan kunjungan tamu [nspekioral Daerah;
mengoordinasikan rencana dan  proscs pengadean
barang dan jasa dilingkungan Inspektorat Daerah
sesual dengan peraturan perundang-undangan;

_mengoordinasikan  dan memfasilitast  penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budava kerja,
survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta
pengusulan formast kebutuhan pegawai Inspektorat
Daerah;

 melaksanakan  pembinagn,  pengawasan,  dan
pengendalian fungsi-fungs manajemen administrasi
perkantoran agar terwujud pelayanan prima; {j



(1)

(2)

0. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Sekretarial  dengan cara mengukur

pencapalan program Kerja yvang telah disusun untuk
hahan laporan dan kebijakan tindak lanjut,

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi,

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan  kepada

pimpinan sebagai wujud aluntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;
. menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kepiatan berjalan lancar sertd untuk
menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 8

(1) Susunan  Organisasi  Se kretariat  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdir
alas -

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangarn,

b. Sub Koordinator Perencanaan;dan

~. Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi.

(2] Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat |1} hurul

a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretars.

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

huaruf b dan hurul ¢ terdiri atas kelompok jabatan
fungsional vang bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sckretaris,

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mempunyai  ugas sehagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupalt ini.

Pasal ©

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan yang
dipimpin oleh Kepala Subbaglan Administrasi Umum
dan Keuangan vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Se kretaris.

Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat{l}, mempunyal tugas
melaksanakan scbagian tugas  Seckretaris dalarm
penyiapan bahan pErLLITIUSAn kebijakan,
penghkoordinasian, pembinaan, pengendalian,
pengelolaan  dan pemberian  mbingan di  bidang
administrasi umum, kelatalaksanaan, kehumasarn,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan,
pengelolaan  barang, kepogawalan, fasilitasi keglatan
analisis  jabatan, budayva  kerja, penatausahasan,
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akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan
keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

aval (2}, Kcpala Subbagian Administrasi Umum, dan

Keuangan mempunyai uraian tugas

&, menyvusun rencana dan program kegiatan Subbagian
Administrasi Umum dan Keuangan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun schelumnya  sebagai pedoman
pelaksanaan fugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melaluip engkajan
permmasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pclaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jubatan dan
kompetensinya serta  memberikan arahan baik
secara  lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan Lugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkaitl baik wvertikal maupun honzontal
untuk mendapatksn informas, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas:
pelaksanaan tugas;

c. menelagh dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atay pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

{ menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegatan;

g. melaksanakan layanan kegiatan sural menyural,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, Kearsipan, seria
pengelolaan asset tetap dan aset Ldalk tetap:

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan sertd
pengusulan formasi kebuluhan pegawal Inspektorat
Dacrah sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan,

i, merencanakan, memproses, dan  melaporkan
pengadaan barang dan jasa untuk keperiuan Dinas
serta mengusulkan penghapusan asset tetap, #assel
tidalk tetap, asset tidak berwujud dan  barang
persediaan sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan;

j. melaksanakan koordinasi dengan unitkerja yang
melaksanakan fungsi  lavanan pengadaan  dan
Layanan Pengadaan Secara Elekironik (LPSE) Dacran
dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan asscl scmesleran dan tahunan untuk
tertib administrasi serta melakukan pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan asset tetap dan assel
tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
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menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian  secara rutin dan berlala serta
memelibara  file/dokumen  kepegawaian  seluruh
pegawai guna terciptanya  tertib administrasi
kepegawaian;

. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan

pangkat, wmutasi, gaji berkala, pemberhentian/
pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan
aguransi pensiun  (taspen) . PCngIrnman  peserta
Pendidikan dan pelatihan [diklat)/bimbingan Leknis
(bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya,

melaksanakan urusan rumah tangga soria
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapat maupun pencrimaan
kunjungan tamu Inspcktorat;

mengoordinasikan kegiatan  pengamanan kantor,
kebersinan, dan  pertamanan  egar  tercipla
lingkungan kantor yang terlib, bersib, aman dan
Iy &MmET;

_ menghimpun  dan  memproses  usulan  pencairan

anpgaran kegiatan scrta menylapkan bahan dan
corana administrasi  keuangan dalam  rangka
pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan
pelaporan pertanggungjawaban kewangan,

. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses

administrasi  keuvangan melalui aplikasi sistem
informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesua
dengan peraturan perundang-undangar;
menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis dibidang keuangan kepada pejabal
pengelola  keuangan dan bendahara dilingkungan
Inspektorat Dagrah;

melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan
suna menghindari  kesalahan serta memberikan
koreksi penyempurnaan,

menviapkan bahan dan  menyusun laparan

pertanggungjawaban keuangan Inspektorat Daerah
serta jenis pelaporan keuangan lainmya;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar

Operasional Prosedur {SOF) kegiatan Subbagian
Administrasi Umum dan Keuangan;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
dengan cara mengukur pencapalan Program kerja
vang tlelah disusun untuk bahan laporan clan
kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerjs bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawal dan  perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir,pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun  laporan pelaksanaan  kegiatan kepada
pimpinan schagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksananan kegatan;

menyampaikan saran dan  pertimbangan  kepada

0
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pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar scria uniuk
menghindari penyimpangan; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu I/ILATL/ TV

Pasgal 10

Inspektur Pembantu 1/11/111/TV berkedudukan di bawah dan

bertanggungiawab langsung kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu 1/11/1I/1V sebagaimana dimaksud pada

avat(l), mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah

dalam penvusunan konsep kebijakan, melaksanakan

pembinaan  dan  pengawasan  terhadap pengelolaan

keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan di daerah,

mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat fungsional serta

melaksanakan — pembinaan dan pengawasan  alas

penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan pelalksanaan

urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2], Inspektur Pembantu L/ H/111/IV mempunyal fungsi

a. perumusan konsep  kebijakan  teknis  program
pengawasan;

k. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan,
pengendalian  pelaksanaan  tugas teknis  Pgjabat
Fungsional;

d. pengawasan terhadap  penyelenggaraan LIFLISAn
Pemerintahan Daerah,

e. pemecriksaan dan pelaksanaan reviu perencanaarn dan
PENEATEOATATL,

[. pelaksanaan fasilitasi, konsultasi dan asistensi di bidang
pengawasan;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparal
Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan dar
pevelenggaraan pemerintahan desa;

i, pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat;

j. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;

k. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;

|, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah;

m. pengawasan dalam rangka percepatan menuju  good
governance, clean government dan pelayanan publik;

n. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasarn,

0. pelaksanaan koordinasi program pengawasan,

p. pelaksanaan tugas pembantuan dan alokasi dana desa:
dan

q. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan - urusan
pemerintahan  ditingkat kabupaten, kecamatan, dan
desa/ kelurahan.,



(4] Untuk melaksanakan tugas dan fungsi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, Inspektur Pembantu
I/ IV mempunyal uraian tugas |

.

111,

menyusun rencana dan program kegiatan Inspektur
Pembantu 1/11/1I/IV berdasarkan peraturan perundang
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya
sehagail pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan  melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
prlaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kompetensinya  serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun  horizontal  untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuaj lingkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

menyviapkan konsep  kebijakan Inspektur Dacrah dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Inspekiur
Pembantu L1171/ IV,

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Inspektur
Pembantu dilingkungan Inspektorat baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatken masukan,
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan  agar
diperoleh hasil kerja yang optimal,

menyiapkan bahan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan
penyelenggaraan urusan pemerintahan agar pelaksanaan
tugas dapat dilakukan secara efektf dan efisien;
melaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu seria
pengujian laporan dalam rangka menuju penyelenggaraan
tata permerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih,
melaksanakan klarifikasi atas kebenaran laporan indikasi
terjadinya  penyimpangan | penyelenggaraan  Urusan
pemerintahan;

meclaksanakan pemeriksaan berkala dan terpadu serta
pengujian laporan dalam rangka menuju penyelenggaraan
tata pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih;
melaksanakan reviu RKA Perangkat Daerah, Reviu LhjlP
dan Reviu LKPD sesual dengan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
lkegiatan dengan cara mengukur pENCcapaian prograrm Kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan kehijakan
rindaklanjurt;

mengevaluasi dan  menilai prestasi  kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesuai  ketentuan dalam rangka peningkatan  karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun  laporan  pelaksanaan  kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan kegatan;
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p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan  berjalan  lancer seria untuk menghindar
penyimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan lungsi unit kerjanya,

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagmimana
dimaksud dalam pasal 10, Inspektur Dserah menctapkan
pembagian wilayah kerja untuk masing-masing Inspektur
Pembantu.

Penetapan pembagian wilayah sebageimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan beban kerja
dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus

Pasal 12

Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur

Daerah.

Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyal tugas melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dl

dacrah, mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat fungsional

corta  melaksanakan pembinaan  atas  penyelenggaraan

pencegahan  tindak pidana korupsi dan  pengawasan

prlaksanaatl Program reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat

(2], Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus mempuUnyal

fungsi :

a, pengusulan program pEngawasan;

b. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentiy

¢. pengendalian  pelaksanaan - tUgaS teknis  Pejabat
Fungsional;

d. pelaksanaan koordinasi  peticegahan  tindak  pldana
korupst,

e, pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi

[, pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat,

Untuk melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana

dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3), Inspektur Pembantu

Pengawasan Khusus mempunyai rincian ugas

2. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan khusus
dan pengawasan Pelaksanaan Reformas: Birokrasi,
melaksanakan pengawasan atas pengaduan masyarakat,

c. melaksanakan pemeriksaan atas perhitungan kerugian
kewangan Negara/Daerah;

d. melaksanakan pemeriksaan atas Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganty Rug;
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s melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan
LHEKPN dan LHKASN;

f melaksanakan probity audit, audit investigast, dan audil
forensik,

g, melaksanakan penyelenggaraan Sisten  Pengendalian
[ntern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Dracrah;

h. melaksanakan pengendalian gratifikasi;

. melaksanakan monitoring, cvaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan
korupsi;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi  dan  pelaporan
pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi;

k. mengoordinasikan pembangunan budaya integritas;
I. mengoordinasikan peningkatan Kapabilitas APIP;

m. mendukung pclaksanaan penilaian zona integritas dan
sapu bersih pungutan liar;

n. menjabarkan perintah  pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efcktif dan efisien;

o. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompelensinya  serta memberikan arahan bk
secaralisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tLgas;

p. melaksanalkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait  baik vertikal ~maupun  horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam ranghka
sinkronisast dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

q. menelagh dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan alau pedoman
untuk melaksanakan kegiatan;

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sehagal wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kematan;

s. menvampaikan saran dan pertimbangan kepads pumpinan
haik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar
kegiatan berjalan lancar seria untuk menghindari
penyimpangan ; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian kesatu
Umum
Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspeckiorat
Daerah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan
mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan lertentu sesug  peraturan perundang-
undangan.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kcpada Inspektur

6
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Daerah dan Dekretaris yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabati
Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang keahlian.
Jumish, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
sebagaimana dimalksud pada avat (1), ditentulan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] sesual kelentuan
peraturan perundang-undangan.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayal (1 dilakukan sesua
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Paszal 14

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan  tagas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Selain  melaksanaken fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat diberikan
tugas tambahan schapai Sub Koordinator yvang dalam
menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau
tim kerja.

Pasal 15

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya
secara individu dan/atau berkelompok.

Pelaksanaan fungsi dan  tugas Secara berkelompok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk
Tim Kerja.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat
berasal dari Jabatan Fungsional scjenis atau berbagai latar
belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Dacrah
tersebut atau dari luar Perangkat Daerah,

Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
berasal dari unit organisasi pemilik Kinerja.

Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pads ayat
(2} ditetapkan oleh Kepala Perangkal Daerah.

Pasal 16

Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya secara Jangsung kepada pimpinan  unit
OrgAnisas,

Pimpinan unit kerja sewaktu-wakiu  berwenang uniuk
meminta laporan Kepada pojabat  fungsional danjatau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya,
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BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas seliap pimpinan unit
organisasi dan  kelompok jabatan fungsional wajib
mencrapkan prinsip keordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta
instansi lain di luar pemerintah daerah sesual dengan
MIgAs Masing-masing,

Setiap pimpinan unit  organisasi  wajib mengawas
bawahannya masing-masing

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terjadi penvimpangan, PimpInarns
unit  organisasi  mengambil langlkah-langkah  yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Setiap pimplnan  unit organisasi  bertanggung  jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan  bimbingan serta  petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawahb kepada atasan
masing-masing scrta menyiapkan laporan berkala tepal
pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi
dari bawahannya wajib diclah dan dipergunakan sehagail
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk
mermberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisas) lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanalkan pengendalian kegiatan, setiap
pimpinan unit  organisas)  beserld bawahannyva wajlb
mengadakan rapat berkala,

Pasal 158

Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Keordinator untuk
pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan

gub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat
fungsional yang ditunjuk.

Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris dalam
menyusun percneanan, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada
unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan [Ungsinya.
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BAB V11
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawalan
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 20

Jabatan Inspektur, Sckretaris, Kepala Sub Bagian, Inspckiur
Perpbantu dan Jabatan Fungsional di hngkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang
gesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Inspekworat Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja,

(2} Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur
sipil negara scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan untuk jangka waktu 5 ([lima) tahun yang
diperinci per 1 ([satu) tahun berdasarkan  prioritas
kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1] Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub  Koordinator yang berasal dari  Pejabat
Fungsional.

(2) Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada aval (1),
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendavagunakan
Pejabat  Fungsional sesual  dengan  Kompetenst  yang
bersangkulan.

(3) Penunjukan Sub Keoordinator sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

(1} Dalam hal tegadi kekosongan Sub Koordinator, kepala
Dinas menunjuk Sub Koordinator yang diutamakean berasal
dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanyva.

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapat pejabat
fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk Pelaksana Senior
sebagai Sub Keordinator berdasarkan kompetensi yang
dibutuhkan,

{3) Dalam hal Kepala Dinas akan mepunjuk Sub Koordinator
yang berasal dari luar lingkungan kerjanya, maka Kepala
[inas mengusulkan kepada Qekretaris Daerah melalui
peranglkat daerah yang menangani kepegawaian

{4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] dilaksanakan setelah mendapal persetujuan dar
Sekretaris Daerah.

o]
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Pasal 24

Penunjukan Sub Kopordinator scbagaimana dimaksud dalam
pasal 22 dan Pasal 23 disamping memperhatikan kesesualan
bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangian
persyaratai administrasi, kesesuaian kompetenst, kebutuhan
jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas  dan
moralitas serta persyaratan obyektil lainnya.

Pasal 25

Pemberhentian  Sub  Koordinator dapat  dilakulkan nleh
Inspektur Daerah,

Pasal 26

(1} Sub Koordinator mempunyal [ugas membantu Sekretarig
dann  Kepala Bidang dalam penyusunan  rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan lingkup tugas dan fungs: unil kerjanva
masing-masing,

(2] Disamping melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
Ayl i1) Sub  Koordinater — mempunyai  [UgAs
mengoordinasikan pelaksanaan lugas kelompok Jabatan
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3] Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaan
kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional
sesuai bidang tugas  sesual  peraturan perundang-
undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 27

(1) Pada saat Peraturan Bupati inl mulai berlaku, maksa
Pejabat Pengawas vang dilantik bherdasarkan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2021 tentang kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Pada Inspelkioral Dacrah Kabupaten HKendal, erlaku
ketentuan schagai benkut -

a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan
penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional dalam
rangka penyederhanaan struktur organisasi,
melaksanakan tugas dan fungsinya  berdasarkan
Peraturan Bupati inj;

b. terhadap Pejabat Pengawas vang akan dilakukan
penyetaraan ke dalam  jabatan fungsional  tetap
melaksanakan tugas dan [ungsinya sampai dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam
Pejabat Fungsional;

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pelaksana di bawah Pejabat FPengawas Yang tidak
dilakukan penyetarsan ke dalam jabatan fungsional dalam
rangha penvederhanaan struktur organisasi berdasarkan

g



Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
MOH. TOHA
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Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya di

bawah Pejabat Pengawas yvang bersangkutan,

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan dilakukan
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dalam rangka
penyederhanaan gtrulktur OIZANISAS] berdasark:n
Peraturan Bupati ini, melaksanakan tugasnya dengan
ketentuan sebagai bernikut
a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah

Pejabat Penpawas sampai dilakukan penvederhanaan
siruktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini;

b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasl sebagaimana dimaksud pada hurul &, maka
Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koordinasi Sub
Koordinator;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 28
Pada saat Peraturan Bupati ini mulal berlaku, maka Peraturan
Bupati Kendal Nomeor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Suszunan Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tata herja Pada
[nspektorat  Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 3] dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati iml dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DICO M GANINDUTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 88
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

KEDULUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA FADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Sekretarial

Sub Koordinator Perencanaan mempurnyai tugas :

i,

Menyusun rencana  dan  program kegigtan  Subibagian
Perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagal pedoman
pelaksanaan tugas,

menjabarkan  perintah  pimpinan melalui  pengkajian
permasalahan dan  peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektf dan efisien;

membapi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan
kKompetensinya gserta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik wertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informas:,
masukan, scrta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas
pelaksanaan tupgas;

menelash dan mengkaji peraturan perundang-undangan Sesud
lingkup tugasnva sebagai hahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuwal bngkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menghimpun dan meneld bahan perencanaan dan usulan
program kegiatan dari masing-masing subbagian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan
dan Anggaran |RKA}, Dokumen Prlaksanaan Anggaran (DPA)
gerta perubahan anggaran segual ketentuan dan plalon anggarin
yvang ditetapkan;
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menyiapkan bahan dan  menyusus konsep  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDY, Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator lKiner|a
Utama (KU, Perjanjian Kinerja|PK) dan jenis dokumen
percncanaan lainnya sesuai dengan ketentuan vang berlaku:
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Perencanaan serld
menghimpun dan mendokumentasikan  Standar Orperasional
Prosedur |S0OP) vang disusun oleh masing-masing subbagian dan
Inspektur Pembantu;
menyiapkan bahan pengelolaan Sistern Pengendalian  Intern
Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah;
menghimpun  dan meneliti  laporan  perkembangan tingkat
realisasi pelaksanaan keglatan dari masing-masing subbagian
sehagal bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional
Kegiatan [POK];
melakeanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,  dan
pemberian bimbingan di bidang sistem mformasi Inspektoral
Daerah;
melaksanakan pengendalian dan evaluas) penyerapar anggaran
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja dengan rencana pembiayaan vang ditetapkan
sebelurnnys;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi keglatan Subbaglan
Perencanaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tincaklant:
mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja sesuai ketentuan
dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan
sanksl,
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sehagat  wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
kegiatan:
menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindar penylimpangan;dan
melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerjanyva.

1.2 Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi mempuryal tugas .
a, menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Analisis

dan Evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan den
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hasil evaluasi kegiatan tahun  sebelumnya sebagal  pedoman
pelaksanaan Mgas,

. menjabharkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

. membagi  tugas bawahan gesual  dengan jabatan dan
kompetensinya  serla memberikan arahan baik secars lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

 melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya gebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menviapkan bahan penyusunarn petunjuk  teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

. menviapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil
pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang:
undangan;

. menviapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lamjut
pengaduan masyarakat;

menginventarisasi hasil pengawasan dan undaklanjur hasil
pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah [APIP],
maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan [BPK]

mengadministras:  laperan hasil pengawasan. melaksanakan
evaluasi laporan hasil pengawasan, menyusun  stabstic hasi)
penpawasan, dan menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan
serta menyelenggarakan kerlasama pengawsasan dengan instans
terkaait,

. menviapkan bahan dan menyusin konsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati [LKPRJ}, Laporan Kinerja [nstansi
Pemerintah  (LEjIP), Ewvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD), dan jenis pelaporan lainnya sesual dengan ketentuan
yvang berlaku;

monitaring dan  evaluasi aksi pencegahan korupst dengan
sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terinlegrass
VAng dikpordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korups
yang dikoordinasikan aleh Tim Stranas PR,

. menyiapkan bahan dan menyusun kansep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Analisis dan Evaluasi;

. melaksanakan pemantauan dan evaliuast kegiatan Subbagian
Analisis dan Ewvaluasi dengan cara mengulkur pencapaian

program Kerja yang telah disusun untuk bahan laporandan
kebijakan tindaklanjut;
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a. mengevaluasi dan menilai prestast kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesual ketentuan
dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan
sanksi;

p. mecnyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi  pelaksanaan
kegiatan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan bak
ligan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan beralan
lancar serta untuk menghindarn penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

gan aslinya DICO M GANINDUTO
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